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BAB V 
PENUTUP 

 
 

A. Kesimpulan 

1.  Latar belakang penerapan larangan adat kawin sesuku di Desa 

Tanjung Pauh adalah sanksi adat kawin sesuku adalah warisan dari 

nenek moyang yang telah mendarah daging dan juga sebagai bentuk 

penghargaan terhadap nenek moyang atau pendahulu mereka, selain 

itu juga karena memiliki nilai kekerabatan yang besar pemahaman  

masyarakat tentang sesuku berarti sedarah dan itu berarti keluarga 

apabila melakukan perkawinan itu merupakan suatu kesalahan 

besar. Hal inilah yang melatar belakangi para datuk dan masyarakat 

Desa Tanjung Pauh tetap menerapkan larangan adat bagi mereka 

yang melakukan perkawinan sesuku. 

2. Akibat hukum penerapan larangan adat perkawinan sesuku di Desa 

Tanjung Pauh yaitu munculnya kebolehan melakukan perkawinan, 

berkewajiban melakukan berdo’a bersama, keluarga dan saudara 

sesuku terhalang melakukan hal-hal yang berkaitan dengan adat, 

hilangnya hak dan kebebasan pelanggar dalam bertempat tinggal 

dan terputusnya hubungan antara masyarakat dengan pelanggar. 

3. Pandangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap 

penerapan larangan adat kawin sesuku di Desa Tanjung Pauh yaitu 

berlakunya hukum perkawinan adat karena adanya indikasi yang 

jelas dalam pasal 2, pasal 8 (f), dan pasal 66 UU Perkawinan. Hukum 

perkawinan adat dapat diterapkan apabila tidak ada tertuang dalam 

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan tidak 

bertentangan dengan hukum Islam. Berbeda dengan penerapan 

larangan adat kawin sesuku di Desa Tanjung Pauh yang ternyata 

bertentangan dengan hukum Islam. Dan telah tertuang dalam UU 

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. 

 



87 
 

 
 

B. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan 

saran yaitu diharapkan kepada petinggi adat sebelum sanksi adat 

perkawinan sesuku diterapkan, hendaknya diketahui terlebih dahulu 

tentang kebolehan dan dasar hukum adat tersebut sebelum 

disampaikan kepada semua kalangan masyarakat. Hal itu bertujuan agar 

tidak terjadinya perbuatan yang sebenarnya hukumnya dibolehkan akan 

tetapi dilarang. Di samping itu diharapkan kepada masyarakat untuk 

mematuhi hukum sebagaimana kedudukan hukum tersebut. Artinya 

mendahulukan hukum yang seharusnya didahulukan, seperti 

mendahulukan hukum Islam dibandingkan hukum adat setempat. 

Hukum adat dapat diikuti selagi hukum tersebut benar dan tidak 

bertentangan dengan hukum-hukum lainnya. Apabila terdapat hal-hal 

yang melenceng dari aturan hukum yang ada maka dimusyawarahkan 

kembali untuk kebaikan bersama. 

 


